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SINOPSIS

Skripsi ini mengangkat judul “hubungan kewenangan antara pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah Kabupaten Dompu pada sistim
otonomi daerah tahun 2005-2006. Dengan pembenan otonomi kepada daerah
diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004 dengan titik berat pelaksanaan otonomi daserah di kabupaten/ kota
maka terjadi perubahan dalam berbagai aspek pelaksanaan pemerintah daerah
yang sangat menonjol adalah hubungan kewenangan, Permasalahan yang terjadi
Propinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten Dompu adalah permasalahan yang
menyangkut kewenangan di bidang pertanahan. Masalah pertanahan di Kabupaten
Dompu adalah sengketa tanah antar penduduk, dan masyarakat dengan
pemerintah saling memperebutkan hak atas tanah. Dimana pemerintah Kabupaten
Dompu memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang dan pertauran yang
berlaku untuk mengatur dan mengurus permasalahan yang terjadi di Kabupaten
Dompu dan sejauhmana pemerintesh kabupaten dompu melaksanakan dan
mengimplementasikan kewenangan yangh telah diberikan,

Sementara metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah
metode kepustakaan dimana kajian penelitian ini yakni pengumpulan bahan-bahan
berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, buku-buku referensi dan bahan
kepustakaan lainnya, dan metode penelitian lapangan yakni dengan cara
melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk melakukan pengambilan
data terhadap subjek dan objek penelitian di Kantor Gubemur Provinsi Nusa
Tenggara Barat dan Kantor Bupati Kabupaten Dompu dengan cara wawancara,
dokumentasi dan observasi kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini
kasubag kelembagaan Kabupaten Dompu, bagian otonomi daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat, dan subag kajian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hubungan kewenagan antara pemerintah provinsi dan kabupaten telah
berjalan sesuai peraturan yang berlaku, pemerintah provinsi melaksanakan tugas
pembinaan sementara pemerintah kabupaten melaksanakan pembangunan, dengan
melihat kewenangan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten sudah
jelas mana kewenangan yang menjadi kewenangan provinsi dan mana
kewenangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, dan kewenangan yang
menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota tersebut sudah di atur dalam
pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa penyelenggaraan
urusan pemerintah di bagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan
efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintah.

Dalam pelaksanaan kewenangan secara keseluruhan baik pemerintah
Provinsi maupun pemerintah Kabupaten sudah melaksanakan kewenangan sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku namun hanya saja masih
ada kendala-kendala yang di hadapi baik oleh pemerintah Provinsi maupun oleh
pemerintah Kabupaten serta pemberian kewenagan kepada pemerintah kabupaten
berdasarakan aspek ckstemalitas, akuntabilitas dan efisiensi dimana pemerintah
kabupaten dalam menyelenggarakan wurusan pemerintah dapat menentukan,
bertanggungjawab luas dan besar dampak yamg ditimbulkan oleh
penyelenggaraan suatu urusan pemerintah serta melihat daya guna yang paling
tinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan kewenagan.
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